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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap 

implementasi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu, dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Implementasi layanan Posbakum di PTUN Bengkulu 

telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, 

yaitu berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat 

Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum telah 

memberikan layanan berupa konsultasi hukum, 

pembuatan dokumen hukum sederhana, serta pemberian 

informasi dan rujukan kepada lembaga bantuan hukum. 

Dampak positif dari keberadaan Posbakum sangat 

dirasakan oleh masyarakat tidak mampu, terutama 

mereka yang ingin mencari keadilan namun terkendala 

pengetahuan hukum dan biaya. Melalui Posbakum, 

masyarakat memperoleh pemahaman hukum, bantuan 

penyusunan surat gugatan, dan bimbingan prosedural 

tanpa biaya. Hal ini menunjukkan bahwa Posbakum 

telah berperan penting dalam memperluas akses 

terhadap keadilan (access to justice). Namun dalam 
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implementasinya masih terdapat beberapa kendala, 

antara lain: 

a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas, 

sehingga masih banyak warga yang belum 

mengetahui keberadaan Posbakum. 

b. Keterbatasan petugas dan waktu pelayanan, 

menyebabkan antrean panjang dan pelayanan 

belum maksimal. 

2. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, Implementasi 

Posbakum di PTUN Bengkulu sudah mencerminkan 

tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi 

pelayanan publik dan penegakan keadilan. Dalam siyasah 

tanfidziyah, pemerintah (ulil amri) wajib menegakkan 

kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat 

(maslahah al-„ammah) layanan Posbakum merupakan 

salah satu bentuk nyata pelaksanaan amanah tersebut, 

karena memberikan perlindungan hukum bagi 

masyarakat lemah tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip 

siyasah tanfidziyah yang tampak dalam pelaksanaan 

Posbakum antara lain: 

a. Prinsip keadilan (al-„adl) karena semua masyarakat 

memiliki hak yang sama di hadapan hukum. 

b. Prinsip amanah (al-amānah) karena petugas 

Posbakum bertanggung jawab menjalankan tugas 

pelayanan hukum dengan jujur dan professional 
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c. Prinsip kemaslahatan (al-maslahah) karena layanan ini 

memberikan manfaat sosial yang luas bagi 

masyarakat tidak mampu 

Secara umum, implementasi layanan Posbakum di 

PTUN Bengkulu sudah cukup baik dan sejalan dengan 

nilai-nilai siyasah tanfidziyah, namun efektivitasnya 

masih perlu ditingkatkan melalui langkah-langkah 

strategis seperti memperluas sosialisasi, memperbanyak 

tenaga hukum, mengoptimalkan teknologi layanan 

daring, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga 

bantuan hukum. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat 

beberapa saran yang dapat disampaikan dari proses yang 

diperoleh dalam penelitian tersebur yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada lembaga pos bantuan hukum (POSBAKUM) 

lebih Meningkatkan kualitas pelayanan hukum dengan 

memperluas jenis layanan, tidak hanya sebatas 

konsultasi, tetapi juga pendampingan administratif yang 

lebih mendalam agar masyarakat benar-benar 

memahami proses hukum yang dijalani dan melakukan 

sosialisasi di luar pengadilan seperti sekolah, desa, atau 

kantor kelurahan, secara berkala agar masyarakat luas 

memahami haknya dalam memperoleh bantuan hukum 

gratis. 
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2. Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Bengkulu untuk memperkuat fungsi pengawasan dan 

evaluasi terhadap kinerja Posbakum, baik dari segi mutu 

pelayanan, kedisiplinan, maupun efektivitasnya dalam 

membantu masyarakat tidak mampu dan juga 

meningkatkan sosialisasi publik mengenai keberadaan 

dan manfaat Posbakum melalui media sosial, brosur, 

atau kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi 

lain agar masyarakat lebih mengenal layanan ini dan 

menambah fasilitas pendukung di ruang Posbakum 

untuk mendukung pelayanan yang maksimal. 

3. Kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 

hukum, dengan cara aktif mencari informasi dan 

memanfaatkan layanan Posbakum jika menghadapi 

persoalan hukum dan tidak ragu untuk datang ke 

pengadilan apabila merasa hak sebagai warga Negara 

terganggu. 
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